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PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO  

SMP NEGERI 2 SITUBONDO 
Alamat : Desa Kotakan, Kec. Situbondo, Kab. Situbondo, Jawa Timur 68313 

 

 

KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 2 SITUBONDO 

NOMOR : 800/010/431.301.3.28/2026 

TENTANG 

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK 

PADA SMP NEGERI 2 SITUBONDO KABUPATEN SITUBONDO 

KEPALA SMP NEGERI 2 SITUBONDO, 

Menimbang : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat : 

1. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan 

kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap 

penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan; 

2. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas 

penyelenggaraan pelayanan dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Standar 

Pelayanan pada SMP Negeri 2 Situbondo Kabupaten Situbondo dengan Keputusan Kepala 

SMP Negeri 2 Situbondo; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 

Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi 

Pemerintahan; 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 

Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan; 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 

Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara 

Pelayanan Publik; 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 
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Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 

Secara Nasional; 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik; 

16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia 

tentang Standar Nasional Pendidikan; 

17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 

tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 

18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 

tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik. 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 2 SITUBONDO TENTANG PENETAPAN 

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA SMP NEGERI 2 SITUBONDO KABUPATEN 

SITUBONDO. 

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik pada SMP Negeri 2 Situbondo sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada SMP Negeri 2 Situbondo meliputi 7 (tujuh) jenis pelayanan, 

yaitu: 

1. Standar Pelayanan Penerimaan Murid Baru (SPMB) 

2. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 

3. Standar Pelayanan Pendampingan dan Fasilitasi Kegiatan Ekstrakurikuler 

4. Standar Pelayanan Penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) 

5. Standar Pelayanan Bimbingan dan Konseling (BK) 

6. Standar Pelayanan Pengambilan Rapor Murid 

7. Standar Pelayanan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan 

oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh 

pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

Ditetapkan di : Situbondo 

Pada tanggal : 19 Januari 2026 

Kepala SMP Negeri 2 Situbondo, 

 

 

 

SUYANTO, S.Pd. 

NIP. 19690602 199703 1 006 

 


